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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Komite Sekolah
 Keselarasan antara kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dengan tuntutan perkembangan  masyarakat terhadap kualitas pelayanan serta hasil pendidikan menuntut adanya perubahan manajemen sekolah menjadi manajemen yang dilandasi kesepakatan, komitmen dan kesadaran membangun budaya baru dalam mewujudkan masyarakat sekolah yang memiliki loyalitas pada peningkatan mutu sekolah dan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel.         

Untuk mewujudkan masyarakat sekolah sesuai dengan menejemen berbasis sekolah, maka stakeholder pendidikan sebagai pihak yang terkait dengan proses pendidikan yaitu wali murid, masyarakat dan pihak sekolah harus saling bekerja sama, memiliki beban dan tanggung jawab yang seimbang dan proposional dalam pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan proses pembelajaran serta pengajaran untuk meningkatkan mutu sekolah. 

Supaya tidak menjadi tumpang tindih beban dan tanggung jawab diantara stakeholder pendidikan, maka yang diperlukan suatu lembaga yang independen, demokratis, transparan yang dapat di percaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewadahi peran dan tanggung jawab serta wewenang yang seimbang dan proposional antara sekolah, wali murid dan masyarakat serta stakeholder lainnya, maka untuk itu dibentuklah komite sekolah.
1. Pengertian Komite Sekolah 
Pada tahun 2002 Mendikbud  RI mengesahkan Kepmendiknas 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang merupakan kebijakan yang resmi sebagai bagian dari implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Kebijakan ini mengikat secara umum baik untuk sekolah negeri, swasta, umum dan madrasah, termasuk institusi penyelenggara pendidikan non formal.
Komite sekolah merupakan institusi baru dalam ranah Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Kelahiran institusi ini merupakan wujud nyata dari serangkaian agenda besar otonomi daerah di bidang penyelenggaraan layanan pendidikan. Komite sekolah adalah sebuah badan mandiri yang berfungsi mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikan atau sekolah. Komite sekolah terdiri atas orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan/guru, wakil alumni. “syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotan komite sekolah biasanya ditetapkan dalam AD/ART”.
 Sebelum dibentuk komite sekolah, dikenal adanya Badan Pembantu penyelenggaraan Pendidikan (BP3) di tiap-tiap sekolah dan Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG)
“Komite sekolah merupakan suatu badan yang dibentuk berdasarkan musyawarah yangsatuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan”.

2.   Tujuan Komite Sekolah

Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, “komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (client model), berbagai kewenangan (power sharing and advocacy model) dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan”.

Menurut Sukirno, pada bab III pasal 8 telah dijelaskan bahwa dibentuknya komite sekolah bertujuan meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi orang tua/wali siswa dan tokoh masyarakat sebagai anggota komite sekolah dalam membantu keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah yang bersangkutan.

Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:
a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan progam pendidikan di satuan pendidikan,

b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, dan
c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Keberadaan komite sekolah/madrasah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah/madrasah. Oleh karena itu, “pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada”. 
3.  Peran dan Fungsi Komite Sekolah 
Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Sayangnya ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh dikatakan tanggung jawab masing-masing belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum banyak diberdayakan.
Peran serta masyarakat dalam pendidikan telah dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54. Dan secara lebih spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut:
a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi progam pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. 
b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

c. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Atas dasar untuk pemberdayaan masyarakat itulah, maka digulirkan konsep komite sekolah sebagaimana dikemukakan di atas. 
Berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 044/U/200, keberadaan komite sekolah berperan sebagai berikut :
a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan disatuan pendidikan;
b. Penukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
d. Mediator antara pemerintah (executive) dan dengan masyarakat di satuan pendidikan.
Keberadaan komite sekolah/madrasah. Harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah/madrasah. Oleh karena itu, ”Pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada”.

Pendidikan  adalah tanggung  jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah.  Sayangnya  ungkapan  bijak  tersebut  sampai saat ini lebih bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh dikatakan tanggung jawab  masing-masing  masih  belum  optimal, terutama  peran serta dirasakan belum banyak di berdayakan.

Peran serta  masyrakat  dalam  pendidikan telah  dikemukakan  dalam UU Nomor  20 Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54. 
Dan secara lebih spesifik,  pada  pasal  56  disebutkan  bahwa di  masyrakat  ada dewan pendidikan  dan  komite  sekolah  atau  komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut:

a. Masyarakat  berperan  dalam  meningkatkan  mutu  pelayanan  pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan denagan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan  ditingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan  hirakris.
c. Komite  sekolah/madrasah  sebagai  lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam  peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan  dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
 

Atas dasar  untuk  pemberdayaan  masyarakat  itulah, maka digulirkan konsep komite sekolah sebagaimana dikemukakan di atas. Berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 044/U/2000,  keberadaan  komite sekolah berperan sebagai berikut:
a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan disatuan pendidikan;
b. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud financial,    pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan  pendidikan di satuan pendidikan;
c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparasi dan  akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;

d.  Mediator antara pemerintah (executive) dan dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Peran serta masyarakat sekolah melaliu komite sekolah ditegaskan oleh Satori harus pula diarahkan pada penciptaan budaya kelembagaan baru dalam pengolaan sekolah, yaitu mencakup:

a. Komite sekolah merupakan partner sekolah yang secara bersama-sam mengupayakan kemajuan bagi sekola itu,
b. Pengembangan perencanaan strategik sekolah dengan merumuskan progam-progam prioritas sekolah, sasaran pengembangan sekolah, strategik pencapaian sasaran, pengendalian dan evaluasi pencapaian sasaran pengembangan sekolah,
c. Pengembangan Perencanaan tahunan Sekolah. Perencanaan Tahunan Sekolah ini disusun bersama komite sekolah,
d. Melakukan monitoring internal dan evaluasi diri (internal monitoring dan self assement) secara regular, serta melaporkan dan membahas hasilnya dalam forum komite sekolah,
e. Menyusun Laporan Tahunan Sekolah yang menggambarkan pelaksanaan perencanaan tahunan sekolah. Laporan Tahunan Sekolah dibahas dalam forum dan harus mendapat penerimaan komite sekolah,
f. Melakukan review sekolah. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengetahui kondisi obyektif masing-masing sekolah dalam  satu  wilayah pembinaan.
g. Melakukan  survey  pendapat sekolah  terhadap  stakeholder sekolah. Hasil survey ini menggambarkan posisi pendapat dan kepuasan pada stakeholder mengenai apa yang telah di anggap baik dan hal-hal apa yang perlu di perbaiki.
h. Menyelenggarakan “hari terbuka” (open day) bagi orang tua dan masyarakat, sehingga mereka memilki  pemahaman yang baik mengenai kehidupan internal sekolah, dan

i. Memantau kinerja sekolah yang meliputi kinerja manajemen sekolah, termasuk kinerja mengajar guru, hasil belajar peserta didik, disiplin dan tata tertib, prestasi sekolah, baik dalam aspek intra maupun ekstra kurikuler”.

Sementara itu, untuk menjalankan perannya, komite sekolah juga berfungsi dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
b. Melakukan upaya kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 
c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntunan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang di ajukan oleh masyarakat.
d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan mengenai:
1) Kebijakan dan progam pendidikan

2) Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS)

3) Kriteria kinerja satuan pendidikan
4) Kriteria tenaga pendidikan

5) Kriteria fasilitas pendidikan

6) Hal-hal yang terkait dengan pendidikan

e.  Mendorong  orang  tua dan masyarakat  berpartisipasi  dalam  pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
f. Menggalang dan masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

g.  Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, keluaran pendidikan di suatu pendidikan.

Komite sekolah sesuai dengan peran dan  fungsinya, melakukan  akuntabilitas sebagai berikut :

a. Komite sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan  dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
b. Menyampaikan  laporan  pertanggung jawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun yang bergerak), maupun  non  materi (tenaga, fikiran) kepada  masyarakat dan pemerintah setempat.

Secara lebih rinci, ace suryadi dan dasim budimansyah melukisakan beberapa indikator dari peran komite sekolah sebagai berikut: 
TABEL 2.1:
INDIKATOR PERAN KOMITE SEKOLAH

	Peran Komite Sekolah
	Fungsi

Manajemen
	Indikator kinerja

	Sebagai badan pertimbangan (advisory agency)
	1. Perencanaan sekolah
	a.  Identifikasi sumber daya pendidikan   dalam masyarakat

b. Memberikan masukan RAPBS
c.  Menyelenggarakan rapat RAPBS

d. Memberikan pertimbsngsn perubahan RAPBS

e. Ikut mensahkan RAPBS bersama kepala sekolah

	
	2. Pelaksanaan program

a Kurikulum

b PBM
c Penilaian
	a. Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah
b. Memberikan masukan terhadap roses pembelajaran kepada guru-guru

	
	3. Pengadan Sumber Daya Pendidikan (SDM, S/P, Anggaran
	a. Identifikasi potensi sumberdaya pendidikan dalam masyarakat

b. Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah

c. Memberikan pertimbangan tentang saran adan prasarana yang dapat diadakan di sekolah

d. Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah

	Sebagai bahan pendukung

(Supporting Agency)
	1. Sumber daya
	a. Pemantauan terhadap kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah

b. Mobilitas guru sukarelawan di sekolah
c. Mobilitas tenaga kependidikan nonguru di sekolah

d. Memantau kondisi

	
	2. Sarana dan prasarana
	a. Mobilitas bantuan sarana dan prasarana di sekolah

b. Koordinasi dukungan sarana dan prasarana di sekolah

c. Evaluasi pelaksanaan dukungan

	
	3.  Anggaran
	a. Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah

b. Mobilitas dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah

c.  Koordinasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah

d. Evalusi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah

	Sebagai badan pengontrol (controling)

	1. Kontrol terhadap perencanaan sekolah
	a. Pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan di sekolah
b. Penilaian terhadap kualitas kebijakan di sekolah

c. Pengawasan terhadap proses perencanaan sekolah

d. Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah

e. Pengawasan

	
	2. Kontrol terhadap pelaksanaan program sekolah
	a. Pengawasan terhadap organisasi sekoah

b. Pengawasan terhadap penjadwalan program sekoah

c. Pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah

d. Pengawasan terhadap sumber daya pelaksanaan program sekolah

e. Pengawasaan terhadap partisipasi sekolah terhadap program sekolah.

	
	3. Kotrol terhadap out put  pendidikan
	a. Penilaian terhadap hasil ujian nasional

b. Penilaian terhadap angka partisipasi sekolah

c. Penilaian terhadap angka mengulang sekolah

d. Penilaian terhadap angka bertahun sekolah 

	Mediator agency
	1. Perencanaan 
	a. Menjjadi penghubung antar KS dengan masyarakat, KS dengan dewan pendidikan, serta KS dengan sekolah
b. Identifikasi aspirasi pendidikan dalam masyarakat

c. Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah

	
	2. Pelaksanaan program
	a. Sosialisai kebijakan dan program pendidikan sekolah terhadap masyarakat

b. Memfasilitasi berbagai masukan terhadap kebijakan program terhadap sekolah

c. Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikan

d. Mengkomunikasokan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan sekolah

	
	3. Sumber daya
	a. Identifikasi kondisi sumber day sekolah

b. Identifikasi sumber daya masyarakat

c. Mobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan sekolah

d. Koordinasi bantuan masyarakat.



4. Organisasi Komite Sekolah

a. Keanggotaan

Keanggotaan komite sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota. Anggota komite sekolah tersebut dibentuk dengan ketentuan unsur tertentu, misalnya:
1) Unsur masyarakat yang berasal dari orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan, wakil alumni, dan khusus untuk jenjang pendidikan menengah wakil peserta didik.
2) Unsur dewan guru paling banyak 15% dari jumlah anggota komite sekolah
3) Unsur yayasan/lembaga penelenggara pendidikan
4) Badan pertimbangan desa dan lain-lain yang dianggap perlu dapat pula dilibatkan sebagagi anggota komite sekolah
5) Perwakilan dari organisasi siswa.

Jumlah anggota komite sekolah sekurang-kurangnya 9 orang dan jumlahnya harus ganjil. “syarat-syuarat, hak dan kewajiban, serta masa keanggotaan komite sekolah ditetapkan dalam anggaran dasa (AD) dan anggaran rumah tangga (ART)”.

b. Kepengurusan
Struktur kepengurusan komite sekolah di tetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan bebdahara. Apabila dipandang  perlu,  kepengurusan  dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan yang ada. Selain itu, “dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi”.

Pengurus komite sekolah dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan  ketua  komite  dianjurkan bukan berasal dari kepala sekolah. yang menangani urusan administrasi komite sekolah sebaiknya juga bukan pegawai sekolah.

Pengurus komite sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1) Dipilih  dari dan oleh anggota  secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah komite sekolah.
2) Masa  kerja  ditetapkan oleh  musyawarah  anggota komite sekolah.
3) Jika di perlukan  komiute sekolah  dapat menunjuk atau di bantu oleh tim ahli sebagai konsultan seseuai dengan bidang keahliannya






























Gambar I: struktur organisasi komite sekolah
Ket. 
Struktur instruktif

 Struktur konstruktif

Agar  tidak  tumpang  tindih  kewenangan  dan  bentuk partisipasi masing-masing, perlu dibuat aturan mengenai struktur organisasi dan kapan komite sekolah atau madrasah, dewan pendidikan dan  masyarakat dapat mengambil sikap  untuk  melakukan  tindakan  dan  kapan pula harus menjaga jarak. “besarnnya peran orang tua dan masyarakat partisipasi melalui badan ini dalam mengelola sekolah implementasinya harus sesui dengan aturan yang berlaku, bukan berjalan menurut selera orang-orang yang berada di dalam badan tersebut”.

5. Pelaksanaan Komite Sekolah
Komite sekolah secara legal mulai digulirkan sejak 2 april 2002 meski fungsinya bisa saja secara spesifik lokal telah ada yang menjalankan jauh sebelumnya. Konsep  pelibatan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan sekolah yang terkandung di dalamnya memerlukan  pemahaman  berbagai  pihak  terkait di mana posisinya dan apa manfaatnya.
Posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak  sekolah  sebagai  institusi,  kepala  sekolah, dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Komite sekolah menjembatani kepentingan kuduanya.

Masalah di negara Indonesia saat ini adalah bagaimana menerapkan mekanisme layanan pengaduan masyarakat ke dalam sistem kebijakan lokal. Keluhan masyarakat tidak menemukan jalur penyampainnya, tidak melihat ditindak lanjuti ke arah perbaikan terhadap apa yang salah. Di sini di perlukan komitmen berbagai pihak terkait, terutama penyelenggara pendidikan, yang memerlukan perubahan pola berfikir, yang pada giliranya akan mengubah perilaku.

Kalau pihak terkait merasa suatu perbaikan sebagai koreksi sangat diperlukan  melalui  masukan  dan  umpan  balik  dari  masyarakat, maka mekanisme layanan pengaduan masyarakat itu akan dijalankan. Sebaliknya, apabila  pihak  terkait  merasa  apa  yang di lakukannya saat ini paling nyaman dan  tidak  mau  berubah, maka  masukan  berbagai  pihak  tidak menemukan jalan ke arah suatu perubahan.

Pelaksanaan transformasi konsep komite sekolah memerlukasn proses bertahap  dari  waktu  ke waktu,  mulai  dari  tingkat  menyadarkan perlunya fungsi  komite sekolah baik kepada masyarakat maupun penyelenggara pendidikan sebagai peluang partisipasi masyarakat di bidang pendidikan; tingkatan  berikutnya  menyebarluaskan konsep pelibatan publik  dalam komite sekolah  kepada  masyarakat dan penyelenggara pendidikan; berikutnya adalah penyelenggara  pendidikan  melakukan  konsultasi  kemasyarakat  untuk mendapat  masukan  dalam  proses  menetapkan  kebijakannya; kerjasama segenap potensi  yang ada di masyarakat  secara  sinergis  dalam  bentuk saran dan penyelenggara pendidikan memutuskan kebijakan; dan “pada tingkat tertinggi adalah tercapainya rasa saling memilki bahwa komite sekolah sebagi wadah pemecahan masalah bersama yang di hadapi dalam penyelenggaraan pendidikan”.

Pada  tingkat  tertinggi  ini  masyarakat ikut memutuskan dan memecahkan  masalah  tanpa ada peran oposisi. Resiko ini menempatkan perlunya kematangan kondisi internal penyelenggara pendidikan, perubahan tatanan  dalam pola berfikirnya,  mengedepankan  demokrasi, keterbukaan, dan akuntabilitas, di samping prinsip lainnya yang harus dilakasanakan secara komprehensif.  Setiap  pihak  terkait  sangat  diperlukan  perannya  sesuai  dengan  kewenangan  yang  telah  didelegasikan  kepadanya,  responsibilitas  yang telah ditugaskan kepadanya, dan akuntabilitas yang melekat pada diri masing-masing. 

Penyelenggaraan  pendidikan  di sekolah  memerlukan  pelaksanaan prinsip  keterbukasan, demokratis,  tercapainya hasil guna dan daya guna, cepat, tanggap, partisipasi, berwawasan ke depan, penegakan hukum, akuntabilitas (pertanggungjawaban), keadilan  dan profesionalisme. Tidak bisa kesepuluh prinsip tadi dijalankan sebagian saja menurut keinginan masing-masing dan meninggalkan beberapa prinsip lainnya.

Apabila  penyelenggara  pendidikan  menyisihkan  beberapa prinsip tersebut, maka akan timbul ketidakseimbangan pelayanan oleh penyelenggara dan keinginan masyarakat.

Identifikasi komitmen penyelenggara pendidikan sebagai titik awal. Pelaksanaan fungsi komite sekolah sangat penting diketahui terlebih dahulu, secara bertahap sedikit demi sedikit menyadarkan berbagai pihak terkait membangun penyelenggaraan pendidikan yang baik secara  teratur, terus-menerus, berkesinambungan, dan sistematis.

Masalahnya adalah sistematika wawasan ke masa depan dalam jangka panjang dari penerapan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan  ini  sebelumnya  bisa  memberikan  dukungan  fasilitasi dan mediasi ke arah  perubahan  pola  pikir  dan cara bertindak sehari-hari dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat lokal dan akar rumput. Wawasan merupakan citra pikir tentang masa depan yang ingin  dicapai yang lebih baik dan lebih bermanfaat apabila dibandingkan dengan keadaan sekarang.

“Dengan demikian akan terjadi dinamika perubahan pola pikir dan cara bertindak dari waktu ke waktu berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan pendidikan. Tentu saja ini akan menimbulkan dialog internal di masing-masing individu penyelenggara pendidikan”.

Dalam desentralisasi pendidikan kedepan melalui paradigma MBS, sekolah-sekolah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur  pelaksanaan  pendidikan  pada  masing-masing  sekolah. Kepala sekolah diberikan keleluasaan untuk mengelola pendidikan dengan jalan mengadakan  serta  memanfaatkan  sember-sumber  daya pendidikan sediri-sendiri asalakan sesuai dengan kebijakan standar yang telah ditetapakn oleh pusat.  Dalam  keadaan  seperti itu, maka komite sekolah akan dapat melaksanakan  peran  dan  fungsinya  sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses  pembelajaran  yang   sejalan  dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing sekolah. Komite sekolah dapat melaksanakan fungsinya  sebagai  partner dari kepala sekolah dalam mengadakan sumber-sumber  daya  pendidikan  dalam  rangka melaksanakan pengolaan pendidikan yang dapat memberikan fasilitas bagi guru dan murid untuk belajar sebanyak mungkin,  sehingga  pembelajaran menjadi semakin efektif. “Komite sekolah dapat  ikut  serta  untuk  meneliti  berbagai  permasalahan  belajar yang dihadapi oleh murid secara berkelompok maupun secara individual sehingga dapat membantu guru-guru untuk menerapakan pendekatan belajar yang tepat bagi murid-muridnya”.

Dalam  era  demokratisasi  dan  partisipasi,  akuntabilitas  pendidikan  tidak  hanya  terletak  pada  pemerintah, tetapi harus lebih banyak pada masyarakat sebagai stakeholder pendidikan. Komite sekolah dapat menyampaikan  ketidakpuasan  para orang tua murid akan rendahnya prestasi yang dicapai oleh suatu sekolah. komite sekolah tidak perlu melaksanakan kegiatan  studi  atau penilaian pendidikan, tetapi cukup dengan menggunakan data-data  yang  tersedia  atau  hasil-hasil  penelitian yang sudah ada sebagai bahan  untuk  menyampaikan  kepuasan  atau  ketidakpuasan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan atau Sekolah.

Peran komite sekolah dalam menjembatani kepentingan diantara masyarakat  dan  penyelenggara  pendidikan  senantiasa  memerlukan  kecermatan identifikasi  tersebut. Ketika ada keluhan masyarakat yang masuk, ada keengganan  memanfaatkannya  sebagai  masukan  bagi  koreksi kearah perbaikan.  Pada  tingkat  apa  dan  dengan  cara  bagaimana  dialog  publik,  maka di sinilah posisi dan peran komite sekolah yang perlu dikenalkan manfaatnya. 

Komite  sekolah  berhadapan  dengan  realitas  adanya  jalan  yang  panjang  yang  harus  ditempuh  secara  bertahap. Kondisi demikan memerlukan komitmen dan duklungan faswilitas yang konsisten dan berkesinambungan. Pihak-pihak  terkait  perlu mengukur dari  waktu kewaktu dan ditindaklanjuti dengan  proses  yang  serasi  pada kondisi lokalnya, seperti apa yang sudah berhasil dicapai, apa yang masih kurang, dan apa prospek ke depan dari keberadaan  fungsi  komite  sekolah  dalam  penyelenggaraan pendidikan.  Dengan demikian “keberadaan komite sekolah di samping benar-benar diperlukan,  juga diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien”.

B.  Mutu Pendidikan Agama Islam 

1.  Pengertian Mutu Pendidikan Agama Islam
Secara  etimologi,  “mutu  adalah  kadar,  baik  buruknya  sesuatu, kualitas,  taraf/derajat,  kepandaian atau kecerdasan”.
  Secara umum, “mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan  kemampuan  dalam  memuaskan  kebutuhan  yang  diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencangkup input,  proses,  dan output pendidikan”.
 Jadi “muitu pendidikan yaitu kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan  untuk  meningkatan  kemampuan  belajar  seoptimal mungkin”.

Di samping itu,  pendidikan  yang  bermutu  adalah  pendidikan yang dapat  yang  menghasilkan  lulusan  yang  berkualitas  yaitu lulusan  yang  memilki prestasi akademik yang mampu menjadi pelopor pembaharuan dan perubahan  sehingga  mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang di hadapinya, baik itu di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Mutu pendidikan bukanlah suatu konsep yan berdiri sendiri akan tetapi terkait erat dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Berangkat dari pengertian tersebut, maka dalam mendefinisikan mutu pendidikan agama Islam adalah “pendidikan yang dapat menghasilkan dan membentuk  peserta  didik  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertqwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia  serta mampu  menanamkan  dan menumbuhkembangkan  ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan pandangan  hidupnya,  yang  diwujudkan  dalam  sikap  hidup dan dikembangkan dalam ketrampilan hidupnya sehari-hari”.

Sebagaimana  pengertian  mutu pendidikan secara umum, mutu pendidikan  agama Islam juga mempunyai pengertian yang sama. Hanya saja mutu pendidikan  agama  Islam  memberikan  penekanan  yang  lebih besar kepada  kualitas  muatan  pendidikan  Agama  Islam.  Antara  pendidikan  umum di bawah pembinaan Depag  mempunyai banyak kesamaan dari pada perbedaanya.  Oleh sebab itu,  isu-isu dan tantangan-tantangan  yang di hadapi oleh  pendidikan  di lingkungan  Dikdasmen  Depdikbud saat ini dan di masa depan baik menyangkut aspek pemerataan kesempatan, peningkatan mutu, relevansi, maupun efesiensi dan efektifitas pada umumnya banyak kesamaan dengan apa yang dihadapi oleh madrasah.
Isu  tentang  peningkatan  mutu pendidikan agama Islam pada dasarnya sama baik di pendidikan umum atau di madrasah. Oleh sebab itu, pendekatan untuk meningkatkan mutu pun tidak banyak berbeda. Kalau digunakan input proses-output, akan tampak  bahwa  baik  sekolah  umum maupun madrasah sama-sama  menghadapi  pada  persoalan ketiganya. “Dalam  aspek mutu, keluaran  pendidikan  dihadapkan  pada  disparatis  mutu  antara  sekolah di lokasi  yang  berbeda-beda,  antara sekolah negeri dan swasta, dan daya serap yang  kurang  terhadap  materi  kurikulum  pada  sebagian  sekolah  sebagaimana ditunjukkan oleh hasil-hasil Ebtanas”.

Menurut Danim, hasil pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan  keunggulan  akademik  dan  ekstrakurikuler  pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran  tertentu.  Keunggulan  akademik  dinyatakan  dengan  nilai  yang dicapai oleh peserta didik sedangkan keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti ekstrakurikuler.

Di samping  itu mutu  keluaran/output  juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang di anut, moralitas,  dorongan untuk maju, dan lain-lain yang di peroleh anak didik selama menjalani pendidikan. 

Dalam aspek proses, pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah-sekolah masih dihadapkan pada masalah yang berkenaan dengan mutu proses belajar  mengajar  yang  belum  sepenuhnya  berorientasi  pada  pencapaian tujuan. Dalam hal  ini diakui bahwa metode-metode inovatif dalam proses belajar-mengajar belum sepenuhnya digunakan. “Perlu di catat bahwa mutu pendidikan sekolah,  khususnya  proses belajar mengajar bukan merupakan sesuatu  yang  berdiri sendiri,  melainkan  tergantung pada banyak masukan (input) yang meliputi masukan siswa, masukan instrumental, dan masukan lingkungan”.
   Hal-hal  yang  termasuk  dalam  kerangka mutu  proses pendidikan ini adalah “derajat kesehatan, keamanan, disiplin, keakraban, saling menghormati, kepuasan, dan lain-lain dari subyek selama memberikan dan menerima jasa layanan”.

Dari segi masukan  siswa  diketahui  bahwa kecakapan siswa saat ini makin  beragam  dengan  berlakunya wajib belajar. Hal ini menuntut sekolah untuk  lebih  responsitif  terhadap keadaan siswa yang beragam tersebut. Dari segi masukan instrumental, diperlukan adanya peningkatan jumlah maupun mutu masukan-masukan  tersebut:  guru yang cukup jumlahnya dan dengan mutu yang lebih baik, gedung yang memenuhi syarat fasilitas belajar yang memadai, buku-buku yang  banyak  jumlahnya  dan  baik  mutunya, dan banyak lagi. Dan dari segi masukan lingkungan, diakui “bahwa sebagian sekolah di Indonesia belum menjadi  lingkungan  belajar  yang kondusif, sementara  dukungan dari masyarakat dan orang tua terhadap proses belajr siswa di sekolah be;lum begitu maksimal, yang berkaitan dengan tingkat apresiasi mereka terhadap pendidikan”.

Mutu masukan menurut Danim dapat dilihat dari beberapa sisi:

a. Kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa
b. Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah dan lain-lain;
c. Memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja;
Mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita.

Tujuan peningkatan mutu pendidikan adalah mendirikan atau memberdayakan sekolah  melalui pemberian kewenangan, keleluasaan dan sumber daya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Tujuan peningkatan  mutu  pendidikan adalah  pembentukan manusia seutuhnya bagi umat muslim, profil  manusia  seutuhnya  secara  filosofis sesuai dengan petunjuk Allah SWT yaitu  sosok  insan  Ulil Albab  hal  itu sesuai dengan surat Ali Imran ayat 190:
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Artinya : “sesngguhnya dalam  penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.” (QS.Ali Imran: 190).

Sosok insan Ulil Albab mempunyai karakteristik, “pertama beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, kedua memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, ketiga memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan manusia, keempat selalu berpegang kepada petunjuk allah karena takut azab neraka”.
  jadi sosok  insan  ulil  albab  adalah  sosok manusia seutuhnya karena ia memilki nilai-nilai iman dan taqwa (efektif), mamilki ilmu dan teknologi (kognitif), dan mampu mengamalkannya dalam kehidupannya (psikomotorik).
Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mempunyai tujuan peserta didik yang dulunya belum   kompeten dan menjadi manusia yang kompeten dalam segala bidang.
Dalam  peningkatan mutu  pendidikan agama Islam, ada hal-hal yang perlu di perhatikan antara lain sebagai berikut:
a. Keuangan

Penyelenggaraan  pendidikan yang berkualitas memerlukan tersedianya dana dan sarana yang lengakap dan canggih atau relevan dengan kebutuhan program-program yang ditangani.  Namun dana yang banyak dan fasilitas yang lengkap dan mahal tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya pendidikan yang berkualitas, hal itu akan sangat tergantung pada sisem pengelolaan serta kamampuan atau keahlian dan moral para petugas yang bertanggung jawab.
Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas yang efektifitas pengelolaan pendidikan. “Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah”.

Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komnponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik disadari maupuin tidak.

Paling tidak ada tiga persoalan pokok dalam pembiayaan pendidikan, yaitu:
1) Financing, menyangkut dari mana sumber pembiayaan diperoleh, 
2) Budgeting, bagaimana dana pendidikan dialokasikan,
3) Accountability, bagaimanan anggaran yang diperoleh digunakan  dan dipertanggungjawabkan.

 Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan terutama tingkat menengah, sebab untuk pendidikan dasar berkenaan dengan adanya Wajib Belajar, yang semestinya pembiayaan dijamin oleh pemerintah. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung rencana itu, penggunaan serta pengawasan penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan.

Sumber  keuangan  dan  perbiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokan atas tiga sumber, yaitu:  “(1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; (2) orang tua atau peserta didik; (3) masyarakat, baik mengikat atau tidak mengikat”.

Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua dan masyarakat di tegaskan dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 1989;

Bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan dana pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Bagi sekolah yang berstatus negeri, sumber dana sekolah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu;

1) Dana dari pemerintah yang umumnya terdiri dari dana rutin, meliputi gaji serta biaya operasional sekolah dan perawatan fasilitas, dan;
2) Dana dari masyarakat, yang  sekarang melalui komite sekolah, ada yang di gali dari orang tuasiswa maupun sumbangan-sumbangan dari masyarakat luas atau dunia usaha, bahkan ada beberapa sekolah yang mampu membangun networking cukup bagus sehingga mendapatkan pembiayaan yang cukup besar.

Dilihat dari sisi penggunaan, sumber biaya dapat dibagi menjadi 2, yaitu:  (1) biaya rutin. Yaitu biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti: gaji, biaya keseharian operasional sekolah, dan (2) biaya pembangunan sekolah. Seperti biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung dan lain sebagainya.

b. Sarana dan Prasarana
Sarana pendidikan  adalah  peralatan  dan  perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar-mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media perlengkapan.

Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan  adalah  fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Tetapi jika  dimanfaatkan  secara langsung untuk proses belajar-mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.
 
Dari pengertian di atas maka disimpulkan bahwa sarana dan prasarana sekolah adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat yang merupakan penunjang untuk terselenggaranya proses pendidikan demi tercapainya kualitas pendidikan.

Masalah  sarana  dan prasarana pendidikan pada dasarnya cukup kompleks,  namun  demikian  untuk  telaah dapat ditelusuri dari berbagai sisi, yaitu dari segi jenis, proses, dan pemanfaatannya. Dari segi jenisnya, secara makro seluruh lingkungan fisik dalam suatu satuan pendidikan yang dirancang untuk  memberikan  fasilitas  dalam proses pendidikan, seperti rancangan halaman, tata letak gedung, taman, prasarana jalan, dan lain-lain, merupakan sarana prasarana pendidikan yang memerlukan pengelolaan yang baik. Sedangkan secara makro, “terdapat tiga komponen sarana dan prasarana pendidikan yang secara  langsung  mempengaruhi  kualitas hasil pembelajaran, yaitu buku pelajaran  dan  perpustakaan,  peralatan  laboratorium beserta bahan praktiknya, dan peralatan pendidikan di dalam kelas”.

Dilihat dari prosesnya, persoalan sarana dan prasarana berangkat dari desain, penyusunan  naskah  standarisari spesifikasi, penggandaan atau pengadaan,  distribusi,  sampai  pada  penempatan  dalam  sekolah  yang  berkaitan  dengan  dukungan  sarana  dan  prasarana.

Sedang ditinjau dari segi pemanfaatannya, terutama dalam konteks pembelajaran,  menurut  Suharsimi yang  dikutip  Hasbullah membedakan menjadi tiga macam, yaitu:

(1) Alat pelajaran, (2) Alat peraga, dan (3) Media pengajaran. Lebih jauh, Suharsimi mengemukakan bahwa pada dasarnya sarana dan prasarana meliputi lima hal, yaitu:

1) Penentuan kebutuhan;
2) Proses pengadaan;
3) Pemakaian;
4) Pencatatan/pengurusan;
5) Pertanggung jawaban.

c. Tenaga Kependidikan
Berhasil tidaknya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sangat bergantung pada jumlah atau kualitas para aktor atau petugas yang melaksanakannya. Mereka itu adalah civitas akademika; guru, pimpinan, seluruh tenaga kependidikan seperti pustakawan, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya yang dimaksud tenaga kependidikan di sini ialah orang-orang  yang  melaksanakan  sesuatu  tugas untuk  mencapai  tujuan tertentu. Dalam konteks  lembaga  pendidikan atau sekolah dibatasi dengan sebutan pegawai. Oleh sebab itu,  tenaga kependidikan di sekolah meliputi unsur guru (tenaga pengajar) dan unsur karyawan (tenaga administrasi). Secara lebih terperinci dapat disebutkan keseluruhan personel sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, dan pesuruh atau penjaga sekolah.
Manajemen  tenaga  kependidikan  atau  manejemen  personalia pendidikan  bertujuan  untuk  mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif  dan  efisien untuk  mencapai  hasil yang optimal, namun tetap pada kondisi menyenangkan.

Manajemen tenaga kependidikan mencakup; “(1) perencanaan pegawai, (2) pengadaan pegawai, (3) pembinaan dan pengembangan pegawai, (4) promosi dan mutasi, (5) pemberhentian pegawai, (6) kompensasi, dan (7) penilaian pegawai”.
  Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan tercapai, yakni tersedianya tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas.

  Dilihat  dari  prosesnya, manajemen tenaga kependidikan mencakup mulai dari pengadaan, pengankatan, pembinaan, pengawasan, pemberentian, dan penugasan, yang perlu dicermati untuk memperoleh sistem manajemen personel yang paling cocok dalam pendidikan dan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Persoalan manajemen personel lainnya menyangkut kriteria, penbentukan, pembinaan,  pengawasan,  dan  pengembangan profesi, yang mungkin dalam suatu organisasi  pendidikan  terdiri dari berbagai ragam profesi.
 Pada  dasarnya  sekolah  bertanggungjawab dan harus terlihat dalam proses rekrutmen (penentuan jenis guru yang ditentukan) dan pembinaan struktural  staf sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan staf lainnya). Sementara iru, “pembinaan profesional dalam rangka pembangunan kapasitas  dan  kemampuan  kepala sekolah dan pembinaan keterampilan guru dalam mengimplementasikan  kurikulum staf kependidikan lainya dilakukan secara terurs-menerus atas inisiatif sekolah”.

 Birokrasi di luar sekolah berperan untuk menyediakan wadah dan instrumen pendukung. Dalam konteks ini, “pengembangan profesional harus menunjang peningkatan mutu dan penghargaan terhadap prestasi perlu dikembangakan”.
   Manajemen  peningkatan mutu berbasis sekolah memberikan kewenangan kepada  sekolah untuk mengontrol sumber daya manusia, fleksibilitas  dalam merespons kebutuhan masyarakat, misalnya pengangkatan tenaga  honoreruntuk  keterampilan  yang  khas  atau  muatan lokal. Demikian pula  mengirim  guru  untuk  megikuti  training-training  tertentu  ke instansi yang  dianggap tepat demi  pengembangan  dan  wawasan  dan profesionalitasnya.
d. Hubungan masyarakat

Hubungan sekolah dan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana  yang sangat  berperan  dalam membina dan  mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini sekolah sebagai sistem sosial  merupakan  bagian penting dari  sistem  sosial yang lebih besar yaitu masyarakat.  Sekolah  dengan  masyarakat  mempunyai hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien.

Dalam koteks pendidikan, Purwanto mengatakan bahwa  hubungan sekolah  dengan  masyarakat mencangkup  hubungan  sekolah dengan sekolah lain, sekolah  dengan  pemerintah  setempat,  sekolah  dengan  instansi dan jawatan lain, dan sekolah dengan masyarakat lainnya. Hendaknya semua hubungan itu merupakan hubungan kerjasama yang bersifat paedagogis, sosiologis,  produktif  yang  dapat  mendatangkan keuntungan  dan perbaikan serta memajukan bagi kedua belah pihak.

Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain;
1. Memajukan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak;
2. Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat;
3. Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.

Untuk  merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam menarik simpati masyarakat terhadap sekolah dan menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat.
Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, maka rasa  tanggungjawab  dan  partisipasi  masyarakat  untuk  memajukan sekolah akan baik dan tinggi. Agar tercipta hubungan dan kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat, maka masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan.

Kegiatan humas pada dasarnya tidak cukup hanya menginformasikan fakta-fakta tertentu dari sekolah yang bersangkutan, tetapi juga harus mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1) Melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tenang masalah pendidikan;
2) Membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerjasama;
3) Menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan;
4) Menujukkan pergantian keadaan pendapat umum.

 Dengan demikan, pada dasarnya humas tidak hanya bersifat publisitas belaka, tetapi jauh dari itu bagaimana sekolah membangun kerjasama dengan pihak-pihak  lain berupa networking, di mana kerjasama itu untuk kondisi sekarang  merupakan  sesuatu  yang  sangat  vital  dan  penting  dilakukan, dengan  tujuan  meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  pendidikan di sekolah.

2.  Indikator Menu Pendidikan 
Beberapa indikator yang menunjukkan ciri-ciri pendidikan agama islam bermutu, antara lain;

a. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib;

b. Sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai;

c. Sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat;

d. Ada harapan yang tinggi dari personil sekolah (kepala sekolah, guru dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi;

e. Adanya pengembangan staf sekolah yang terus-menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, pemanfaatan hasilnya untuk prnyempurnaan atau perbaikan mutu;
f.  Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid atau masyarakat.

Menurut  Suryadi  dan  Tilaar, indikator  pendidikan  yang  bermutu adalah sebagai berikut;
a. Faktor input yang meliputi;

1). Besar kecilnya sekolah

2). Faktor guru yang berkualitas

3). Faktor buku belajar

4). Faktor kondisi belajar yang kondusif

5). Kurikulum

6). Manajemen sekolah yang efektif

b. Faktor output yang meliputi;

1) Partisipasi sekolah (dalam prestasi)

2) Efisiensi internal proses belajar

3) Prestasi belajar kognitif

4) Prestasi belajar efektif.

Adapun  indikator  pendidikan  yang  bermutu  menurut  tujuan  pendidikan  nasional  yang  di gariskan  dalm  GBHN, yaitu pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan;
a. Beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa

b. Berbudi luhur dan berkepribadian

c. Berdisiplin

d. Bekerja keras, tanggung bertanggungjawab, dan mandiri

e. Cerdas dan terampil

f. Sehat jasmani dan rohani

g. Rasa cinta yang dalam terhadap tanah air

h. Semangat kebangsaan dan kesetiakawanan yang tebal

i. Memilki rasa percaya diri

j. Inovatif dan kreatif.

3.
Karakteristik Mutu Pendidikan Agama Islam
Pendidikan  dikataka  bermutu  apabila pendidikan itu mampu membentuk lulusannya agar memilki kecakapan hidup yang dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai calon pemimpin di muka bumi ini. Karakteristik pendidikan bermutu terutama pendidikan agama islam adalah sebagai berikut;
Pendidikan yang menghasilkan lulusan yang meningkatkan daya belinya atau tingkat ekonominya dan juga tingkat kesehatannya:
a. Pendidikan yang berfungsi mengembangkan watak dan peradaban yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. Pendidikan yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, demokratis serta tanggungjawab.

Dalam peningkatan mutu pendidikan janganlah mengabaikan input, proses, dan output. Karena  untuk  mengukur  apakah  pendidikan itu bermutu atau  tidak  dapat  dilihat  dari ketiga hal tersebut.  Pendidika dikatakan bermutu apabila mempunyai ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut: pertama, bisa menghasilkan  output  yang  diharapkan sekolah. Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen sekolah.

Kedua, proses, sekolah yang bermutu mempunyai sejumlah karakteristik proses sebagai berikut:
a. Proses belajar-mengajar yamng efektifitasnya tinggi

b. Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat

c. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib

d. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif

e. Sekolah yang mamilIki budaya mutu

f.     Sekolah yang memilIki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis

g. Sekolah yang memilIki kewenangan dan kemandirian

h.  Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat
i.      Sekolah yang memiliki keterbukaan (transparansi manajemen)

j.      Sekolah yang mempunyai kemampuan untuk berubah (psikologis dan   fisik)

k.  Sekolah yang responsif terhadap kebutuhan

l.       Sekolah yang memiliki akuntabilitas.

Ketiga, input pendidikan adalah “segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses, sesuatu yang di maksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses”.
  Jika suatu sistem pendidikan dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten maka suatu sistem pendidikan itu dikatakan pendidikan yang bermutu.
2. Prinsip-prinsip mutu pendidikan agama islam

Mutu merupakan topik penting dalam pembicaraan tentang pendidikan saat ini. Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan program mutu pendidikan, prinsip-prinsip peningkatan mutu pendidikan dirancang untuk membantu para profesional pendidkan mengimplementasikan prinsip-prinsip mutu di sekolah atau di wilyahnya msing-masing. Edward Deming mengembangkan 14 prinsip yang menggambarkan apa yang dibutuhkan sekolah untuk mengembangkan budaya mutu, dengan mengkaitkan dalam proses kelangsungan hidup bisnis. Prinsip itu adalah sebagai berikut:
a. Menciptakan konsisten tujuan, yaitu untuk memperbaiki layanan

b. Mengadopsi filosofi mutu total, setiap orang harus mengikuti prinsip-prinsip mutu.
c. Mengurangi kebutuhan pengajuan, memberikan lingkungan belajar yang menghasilkan kinerja siswa yang bermutu

d. Menilai bisnis sekolah dengan cara baru

e. Memperbaiki mutu produktifitas serta mengurangi biaya, gambarkan

f. Belajar sepanjang hayat, mutu diawali dan diakhiri dengan latihan
g. Kepemimpinan dalam pendidikan

h. Mengeliminasi rasa takut, dengan demikian setiap orang akan bekerja secara efektif untuk perbaikam sekolah

i. Mengeliminasi hambatan keberhasilan

j. Menciptakan budaya mutu, ciptakanlah budaya mutu yang mengembangkan tanggungjawab pada setiap orang

k. Perbaikan proses, tidak ada proses yang pernah sempurna, karena itu, carilah cara yang terbaik, proses terbaik, terapkan tanpa pandang hulu

l. Membantu siswa berhasil

m. Komitmen, manajemen mesti memiliki terhadap budaya mutu

n. Tanggungjawab.

C.
Upaya Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam

Komitmen semua tenaga pendidikan dan kependidikan untuk sunguuh-sungguh menunaikan keawajiban sebagai seorang guru, yang memilki rasa tanggungjawab, dedikasi dan loyalitas tinggi di dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidikan, pengajar dan pelatih.

1. Komitmen propinsi, kabupaten/kota untuk menganggarkan alokasi dana untuyk sekotor pendidikan 20% seperti amanat UU

2. Komitmen semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, sekolah, orang tua, dan murid sendiri, untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam. Dan diwujudkan lembaga yang bernama komite sekolah

3. Mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam rangka memberikan otonomisasi kepada sekolah secara penuh

4. Mengangkat tenaga guru
5. Meningkatkan kualifikasi guru di semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam baik melalui penyetaraan pendidikan, maupun berupa diklat-diklat. Apalagi PP Nomor 19/2005. Dan UU Guru dan Dosen, guru-guru mulai dari paud sampai pendidikan menengah minimal D-4 atau S-1

6. Menciptakan iklim dan suasana yang kompetitif kooperatif antar sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah masing-masing

7. Pengadaan infrastruktur sekolah, terutama berkenaan dengan penyediaan sarana pembelajaran, seperti; buku-buku wajib siwa/guru, laboratorium, pustaka, UKS, dan ruang belajar yang memadai

8. Membenahi manajemen sekolah dan manajemen kelas, dan ini secara langsung akan berkaitan dengan mutu pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam

9. Pemberdayaan fungsi dsan peran pengawas sebagai ujung tombak pembinaan sekolah

10. Pemberdayaan secara maksimal keberadaan komite sekolah sebagai mitra sekolah, dan

11. Tingkat kesejahteraan guru di semua jenjang dan jenis pendidik, sekolah umum dan  agama, sekolah negeri, swasta. Solusi dari permasalahn pendidikan memang sudah ada di lakukan oleh Dinas Pendidikan, akan tetapi ini perlu terus digesa, sehingga pendidikan bermutu di negeri ini dapat terwujud.

Kebijakan pemerintah dalam hal meningkatkan mutu pendidikan agama islam malalui komite sekolah adalah sangat tepat, mengingat selama ini pendidikan sulit mengharapkan dukungan dari anggaran pemerintah, pengusaha maupun masyarakat. Dewan pendidikan dan komite sekolah diharapkan suatu alternatif untuk memecahkan masalah pembiayaan pendidikan yang setiap tahunnya  anggaran  pendidikan tidak memadai bahkan terkesan tidak adil. Komite  sekolah  dapat  membantu  kebutuhan sekolah akan aggaran, fasilitas yang masih kurang, mencarikan dana untuk menambah insentif guru, dengan melakukan  pungutan  dana  tanpa  memberatkan orang tua siswa dan kebutuhan lainnya.  Anggaran ini dapat di peroleh dari upaya anggota komite sendiri melalui kerjasamam dengan berbagai pihak, seperti pengusaha atau alumni sekolah.
Usaha yang bisa dilakukan komite sekolah dalam upaya peningkatan mutu PAI adalah seperti; (1) ikut serta dalam pembentukan TPA; (2) meminta ijin  penggunaan masjid setempat untuk kelancaranpembelajaran PAI; (3) ikut serta mensukseskan pengajian muslimah rutin bulanan; (4) ikut serta mensukseskan proses pembelajaran secara umum; (5) menyampaikan keluh kesah  orang tua  siswa/masyarakat mengenai tingkah laku, prestasi siswa kepada sekolah dan lain sebagainya.

Hubungan antara sekolah dan masyarakat itu merupakan proses komunikasi yang harus dibangun dan dipelihara. Tujuan dari proses komunikasi itu  adalah untuk  meningkatkan pengertian masyarakat tentang  kebutuhan-kebutuhan pendidikan di sekolah, kegiatan-kegiatan pendidikan,  dan  mendorong  masyarakat  secara bijaksana untuk berminat dan bekerja sama dalam memajukan rencana pendidikan di sekolah termasuk pendidikan agama Islam. Dengan demikian, kegiatan operasional pendidikan, kinerja dan produktifitas sekolah diharapkan semakin efektif dan efisien.

D. Kendala  yang  Dihadapi  Komite  Sekolah  Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam

Tingkat pengetahuan personil komite sekolah (dari unsur masyarakat) yang masih rendah, 2) tingkat perekonomian personil komite sekolah yang rata-rata berada dalam taraf menengah kebawah, dan 3) perbedaan tingkat pengetahuan dan tingkat perekonomian dalam personil komite sekolah sehingga membuat minder personil komite sekolah (dari unsur masyarakat).



Sementara kendala eksternalnya terletak pada orang tua siswa dan masyarakat serta dari sekolahnya. Kendala dari orang tua siswa dan masyarakat sekitar meliputi:

1. Tingkat perekonomian masyarakat dan orang tua siswa yang masih rendah,
2. Tingkat pengetahuan keagamaan dan pendidikan yang tergolong rendah,

3. Asumsi masyarakat setempat yang masih berpandangan skeptis dan sangsi terhadap keberadaan komite sekolah. Kendala dari sekolah sebagai pihak dari pemerintah kurang begitu menggerakkan komite sekolah.

Melihat pentingnya pemberdayaan komite sekolah dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan, maka kerja sama antara sekolah dan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki demi tercapainya kemajuan pendidikan. Komite sekolah sebagai sebuah wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sangat dibutuhkan oleh semua pihak. 
E. Penelitian Terdahulu
Dalam panelitian terdahulu ini berguna untuk mengetahui penelitian-penelitian terdahulu dan juga menjaga keorsinilan yang peneliti lakukan, meskipun banyak sekali penelitian yang berkaitan dengan meningkatkan mutu pendidikan agma Islam, namun tidak ada yang sama dengan yang peneliti lakukan yaitu Upaya kpomite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di madrasah aliyah negeri Tlogo Blitar.
Dari hasil penelitian skripsi tahun 2011 dengan judul meningkatkan mutu  pembelajaran Pendidikan agama Islam (PAI) di SMA Negeri  1 Srengat Blitar menyimpulkan bahwa: Pelaksanaan pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Srengat Blitar telah dilaksanakan dengan baik. Hal itu ditunjukkan denga adanya penyusunan program pembelajaran oleh guru PAI dengan format perencanaan yang di buat meliputi mata pelajaran, kelas, semester, pertemuan, alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode, langkah-langkah, bahan atau sumber belajar dan penilaian.

Pelaksanaan pembelajaran di kelas sesuai dengan materi yang ada pada kurikulum yang meliputi materi PAI dalam aspek aqidah, akhak, fiqih, al-Qur’an, hadist dan tarikh. Media yang digunakan adalah media yang tersedia seperti papan tulis, buku, poster, dan alam sekitar. Metode yang dipergunakan adalah ceramah, simulasi, diskusi, dan demostrasi.

Untuk mengetahui perkembangan atau pemahaman siswa mengenai materi maka dilakukan evaluasi, adapun bentuk evaluasi yang dilakukan guru SMAN 1 srengat Blitar yaitu tes tulis dan tanya jawab.
Dari hasil penelitian skripsi tahun 2012 dengan judul implementasi Pendidikan agama Islam (PAI) di SDN II Pucangan kecamatan kauman kabupaten Tulungagung menyimpulkan bahwa: Dalam perencanaan pelaksanaan pendidikan agama Islam, dimulai dengan membuat silabus, selanjutnya membuat perencanaan yang ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam, dalam pengunaan metode dilakukan dengan menggunkan lebih dari satu metode. Dalam  hal penyediaan materi pembelajaran, guru selalu mempersiapkan materi yang nanti akan diajarkan. Dalam hal penggunaan media pembelajaran, guru hanya memakai media papan tulis dan buku. Sedangkan dalam evaluasi pembelajaran, dilakukan per kompetensi dasar.
Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan agama islam di SDN II Pucangan, diantaranya adalah: adanya kerjasama yang baik antara wali murid dan juga sekolah, adanya musholla atau prasarana yang berada di lingkungan sekolah, adanya dukungan kepala sekolah, selain itu keaktifan siswa juga sebagai pendukung dalam proses pembelajaran dan juga kebersihan dalam kelas yang dapat membuat nyaman para peserta didik. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pedidikan agama Islam di SDN II Pucangan, diantaranya: kurangnya sarana dan prasarana, selain itu kurangnya perhatian dari orang tua dalam pendidikan agama Islam. 
Dari hasil penelitian Skripsi tahun 2011 dengan judul Peran komite sekolah dalam dunia pendidikan di SMA Negeri 1 Srengat Blitar menyimpulkan bahwa: Kesimpulan secara teoritis: Peran komite sekolah dalam dunia pendidikan memang sangat diperlukan  pada hakikatnya adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan oleh anggota komite sekolah untuk peningkatan sebuah mutu pendidikan sebelumnya untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang harus termuat dalam persiapan mengajar itu adalah persiapan terhadap situasi umum, persiapan terhadap murid yang akan dihadapi, persiapan dalam tujuan yang hendak dicapai, persiapan dalam bahan yang akan disajikan, persiapan dalam metode mengajar yang digunakan, persiapan dalam alat-alat pembantu atau media pengajaran, membantu kelengkapan sarana dan prasarana di sekolah,  dan memberikan ide-ide untuk persiapan dalam teknik-teknik evaluasi pengajaran. 
Sumber dan dasar tentang komite sekolah dsn tenaga pendidikan  yaitu, komite sekolah adalah sebagai perwakilan dari masyarakat untuk membantu kelancaran berjalanya pendidikan yang ada di lembaga sekolah. Pada dasarnya yang dimaksud tenaga kependidikan disini ialah orang-orang  yang  melaksanakan  sesuatu  tugas untuk  mencapai  tujuan tertentu. Dalam konteks  lembaga  pendidikan atau sekolah dibatasi dengan sebutan pegawai. Oleh sebab itu,  tenaga kependidikan di sekolah meliputi unsur guru (tenaga pengajar) dan unsur karyawan (tenaga administrasi). Secara lebih terperinci dapat disebutkan keseluruhan personel sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, dan pesuruh atau penjaga sekolah.

 Fungsi  komite sekolah adalah Peran serta masyarakat dalam pendidikan telah dikemukakan. Dan secara lebih spesifik, disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut: masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi progam pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Atas dasar untuk pemberdayaan masyarakat itulah, maka digulirkan konsep komite sekolah sebagaimana dikemukakan di atas.
Kesimpulan secara Empiris: Peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 1 Srengat Blitar. Komite sekolah merupakan institusi baru dalam ranah Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Kelahiran institusi ini merupakan wujud nyata dari serangkaian agenda besar otonomi daerah di bidang penyelenggaraan layanan pendidikan. Komite sekolah adalah sebuah badan mandiri yang berfungsi mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikan atau sekolah. Komite sekolah terdiri atas orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan/guru, wakil alumni. “syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotan komite sekolah biasanya ditetapkan dalam AD/ART”. Sebelum dibentuk komite sekolah, dikenal adanya Badan Pembantu penyelenggaraan Pendidikan (BP3) di tiap-tiap sekolah dan Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG).
Komite sekolah merupakan suatu badan yang dibentuk berdasarkan musyawarah yangsatuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, “komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (client model), berbagai kewenangan (power sharing and advocacy model) dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidika telah dijelaskan bahwa dibentuknya komite sekolah bertujuan meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi orang tua/wali siswa dan tokoh masyarakat sebagai anggota komite sekolah dalam membantu keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah yang bersangkutan. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
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